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ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas 

penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013, dan untuk lebih memberikan kepastian 
hukum dan kemudahan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas 
penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata perlu mengubah 
ketentuan mengenai penggunaan nilai lain. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   Permenkeu RI No. 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan 

Permenkeu RI No. 38/PMK.011/2013. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Petigenaan Pajak 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
38/PMK.011/2013, diubah sebagai berikut: 
Ketentuan Pasal 2 huruf k diubah dan huruf 1 dihapus, yaitu untuk penyerahan 
jasa biro perjalanan wisata dan/ a tau jasa agen perjalanan wisata berupa 
penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana 
akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari. pada pemberian komisijimbalan 
atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% (sepuluh persen) dari 
jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. 
Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah, serta huruf c dihapus, yaitu tentang 
penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata 
berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan 
sarana akomodasi, yang tidak didasari oleh perjanjian jasa perantara penjualan 
yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen 
perjalanan wisata. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan 

pada tanggal 19 Maret 2015. 
 


